KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

NOMOR : 351.1 / DISDUKCAPIL / TAHUN 2021

TENTANG
PEJABAT PENGHUBUNG LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan
pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan
terkoordinasi, maka perlu membentuk Pejabat
Penghubung Layanan Pengaduan Publik Pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kota Pontianak tentang
Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Publik
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan daerah Tingkat II tanah Laut,
daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);



10.

Bl

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negar Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik® (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 27);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020 Nomor 18);



13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
(Berita Daerah kota Pontianak Tahun 2019 Nomor
86);

14. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Pontianak tahun 2020 Nomor 46);

15. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Pontianak tahun 2020 Nomor 86)

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU Pejabat  Penghubung Layanan Pengaduan Publik,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dimaksud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pontianak.

KEDUA Tugas Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Publik pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah
sebagai berikut:

a. Menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi
Penyelenggara/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;

b. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang
diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan; -

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan
honorarium.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 27 Januari 2021
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

NOMOR 3I-t /DISDUKCAPIL/2021
TENTANG PEJABAT PENGHUBUNG
LAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021

NO NAMA JABATAN
1. | Irni Irmayani, ST Pejabat Penghubung Layanan
Penata TK. I Pengaduan Publik
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